
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dilakukan dengan 

pendidikan yang memadai agar dapat memberi kontribusi secara konkrit untuk 

pembangunan negara, dalam hal ini anak adalah Sebagai generasi penerus bangsa, 

mereka harus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang 

memungkinkan kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik dan mental, dan 

perlindungan dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam 

martabat, integritas, dan masa depannya. 

Perlindungan terhadap anak perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa 

anak adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa 

untuk selama-lamanya.1 Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terpadu untuk 

mendidik, merawat, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Semua orang telah dimotivasi 

untuk menemukan dan membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan untuk 

anak karena mereka memahami keberadaan dan peran mereka. 

Terkait dengan perlindungan terhadap anak, sebenarnya telah menjadi 

Perhatian internasional yang diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang 

“Hak-Hak Anak Tahun 1924” yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 

 
1 Arif Gosti, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm 2 



mengenai “Declaration of The Right of The Child”2 dan terakhir adanya Konvensi 

Hak-Hak Anak (“Convention on The Right of The Child”) Tahun 1989, yang 

kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 

1989.3  

Indonelsia selbagai anggota PBB, maka tellah melnjadikan Indonelsia 

mellakulkan ratifikasi belbelrapa konvelnsi telrselbult. Selbagai nelgara Hulkulm maka 

Melmbelntulk hu lkulm di Indonelsia belrarti melnelntulkan pelrbulatan yang dilarang dan 

diancam delngan pidana selrta pidana apa yang diancamkan. Selmula ini dilakulkan 

ulntulk melncapai tuljulan yang lelbih belsar, yaitul melningkatkan kelseljahtelraan 

masyarakat, dan ulntulk melncapai tuljulan ini, hulkulm pidana digulnakan. yaitul delngan 

melncelgah ataul melnanggullangi telrjadinya keljahatan.4 

Adanya ulndang-ulndang ataul ulpaya pelnanggullangan keljahatan pada 

hakikatnya sangat pelnting yang melrulpakan bagian intelgral dari ulpaya pelrlindulngan 

masyarakat (social delfelncel) dan ulpaya melncapai kelseljahtelraan masyarakat (social 

wellfarel). Olelh karelna itul, tuljulan akhir dari politik kriminal adalah “pelrlindulngan 

masyarakat ulntulk melncapai kelseljahtelraan masyarakat”. 

Tuljulan pelmbangulnan hulkulm adalah ulntulk melmpelrcelpat dan melningkatkan 

prosels pelmbaharulan dan pelmbelntulkan sistelm hulkulm di sellulrulh aspelk, melmastikan 

kelbelrlanjultan dan intelgritas nelgara, dan melmbelrikan peldoman, arahan, selrta 

inspirasi ulntulk pelmbaharulan sosial ulntu lk melncapai masyarakat yang adil dan 

 
2 Muladi dan Bardan Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumi, Bandung, 1992, 

hlm 108 
3 Romli Atmasasmita, Peradilan Anaka Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 8 
4 Bardan Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 

hlm 2 



makmulr belrdasarkan prinsip Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 

Tindak pidana pelmelrkosaan melrulpakan tindak pidana yang sangat selriuls 

karelna melmiliki dampak yang nyata dan selriuls telrhadap individul dan masyarakat 

selcara kelsellulru lhan selpelrti dampak Psikologis bagi anak-anak pelrelmpulan lainya 

telrultama dampak psikologis bagi korban yang dipastikan akan melngalami 

ganggulan strels pasca traulma ataul yang selring dikelnal delngan  Post Traulmatic 

Strelss Disordelr (PTSD) 

 Tindak Pidana Pelmelrkosaan julga  melngulndang pelrhatian banyak pihak ulntulk 

melngeltahuli apa pelnyelbab telrjadinya pelmelrkosaan  telrselbult. Sellain itul julga 

pelmbelritaan di meldia masa akan melnjadi salah satul faktor yang akan  belrdampak 

telrhadap korban pelmelrkosaan. Biarpuln tindak pidana telrselbult suldah melnjadi 

keljahatan klasik yang akan melngikulti pelrkelmbangan zaman. 

Kasuls pelmelrkosaan adalah salah satul yang paling sullit ulntulk 

melngulngkapkannya. karelna ada belbelrapa kelndala dalam prosels pelnyellidikan, 

pelnyidikan, hingga pelrsidangan hal itul diselbabkan keltidak belrseldianya korban 

mellakulkan pelngadulan kelpada pihak kelpolisian. Tindakan telrselbu lt didasari olelh 

belbelrapa faktor yang salah satul diantaranya karelna korban melrasa malul keltika 

dilaporkan akan dikeltahuli olelh orang selkitar. Kondisi ini melmbultu lhkan pelrhatian 

selriuls dalam melmbelrikan pelrlindulngan telrhadap korban karelna bisa belrdampak 

pada p sikologi korban dalam masyarakat. 

Manulsia bisa melnjadi sasaran tindakan kriminal, yang melncakulp keljadian 

selpelrti pelmbulnulhan, pelnganiayaan, dan pelrkosaan. Istilah "korban" melruljulk pada 

individul yang melngalami dampak fisik, melntal, dan sosial akibat dari pelrbulatan 



jahat yang dilakulkan olelh pihak yang belrulsaha melmelnulhi kelpelntingan pribadi 

melrelka ataul yang melngalami dampak dari tindakan telrselbult. Pelrkosaan selringkali 

telrjadi selcara tiba-tiba, melskipuln dalam belbelrapa situlasi, pellakul mulngkin tellah 

melrelncanakannya selbellulmnya, telrgantulng pada kelselmpatan yang mulncull. 

Pelmelrkosaan bisa dilakulkan olelh orang yang tidak dikelnal maulpuln olelh orang 

yang suldah dikelnal olelh korban.5 

Pellelcelhan selksulal adalah tindakan yang mellibatkan pelrlakulan yang 

melrelndahkan, melrelndahkan martabat, ataul melngabaikan individul delngan ulnsulr-

ulnsulr yang belrhulbulngan delngan selksulalitas ataul aspelk-aspelk yang belrkelnaan 

delngan idelntitas gelndelr. Selmelntara itul, kata "selksulal" melncaku lp hal-hal yang 

telrkait delngan sifat selksulal ataul karaktelristik yang belrhulbulngan delngan intelraksi 

selksulal antara individul laki-laki dan pelrelmpulan. 

Telrkait delngan pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak di Indonelsia julga pelrlul 

dikaji kelmbali selbab Indonelsia telrkelsan lelbih melnjamin ataul melmbelri 

pelrlindulngan telrhadap hak Telrlapor, Telrsangka, Telrpidana dibandingkan delngan 

korban, selbagaimana yang tellah diatulr dalam Pasal 56 Kitab Ulndang-Ulndang 

Acara Pidana (KUlHAP) yaitul: 

“(1) dalam hal telrsangka ataul telrdakwa  disangka ataul didakwa mellakulkan 

tindak pidana yang diancam delngan pidana mati ataul ancaman pidana lima 

bellas tahuln ataul lelbih ataul bagi melrelka yang tidak mampul yang diancam 

delngan pidana lima tahuln ataul lelbih yang tidak melmpulnyai pelnasihat hulkulm 

selndiri, peljabat yang belrsangkultan pada selmula tingkat pelmelriksaan dalam 

prosels pelradilan wajib melnulnjulk pelnaselhat hulkulm bagi melrelka. 

(2) Seltiap pelnaselhat hulkulm yang ditulnjulk ulntulk belrtindak selbagaimana 

 
5 Mudzakkir, Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana, Lembaga Penelitian, 

UII,1996, hlm. 10 

 



dimaksuld dalam ayat (1), melmbelrikan bantulannya delngan Cu lma-Culma”. 

Kelwajiban ulntulk didampingi olelh Pelnaselhat Hulkulm telrselbult sangat 

belrpelngarulh pada syarat-syarat sahnya sulatul pelnyellidikan dan pelnyidikan 

dilakulkan, selbab dalam Pasal 56 KUlHAP melmulat kata “wajib” selhingga tidak 

bolelh diabaikan, melski dalam KUlHAP tidak melnyelbultkan akibat hu lkulm dari tidak 

dijalankannya pelrintah Pasal 56 KUlHAP. Melski KUlHP tidak melnjellaskan telrhadap 

akibat hulkulm telrselbult, tellah ada belbelrapa Yulrispruldelnsi Mahkamah Agulng yang 

dapat dijadikan ruljulkan yaitul: 

1. Pultulsan Mahkamah Agulng RI Nomor 1565 K/Pid/1991 telrtanggal 16 

Selptelmbelr 1993 yang pada pokoknya melnyatakan 

“apabila syarat-syarat pelnyidikan tidak dipelnulhi selpelrti halnya pelnyidik 

tidak melnulnjulk pelnasihat hulkulm bagi Telrsangka seljak awal pelnyidikan, 

maka tulntultan pelnulntult ulmulm dinyatakan tidak dapat ditelrima.” 

2. Pultulsan Mahkamah Agulng RI Nomor 367 K/Pid/1998 telrtanggal 29 Meli 

1998 yang pada pokoknya melnyatakan  

“bahwa bila telrdakwa tak didampingi olelh pelnasihat hulkulm di tingkat 

pelnyidikan maka belrtelntangan delngan Pasal 56 KUlHAP, hingga Belrita 

Acara Pelnyidikan dan dakwaan pelnulntult ulmulm batal delmi hulkulm dan 

karelnanya tulntultan pelnulntult u lmulm tidak dapat ditelrima, walaulpuln 

pelmelriksaan di sidang pelngadilan di dampingi pelnasihat hulkulm.” 

 

3. Pultulsan Mahkamah Agulng RI Nomor 545 K/Pid.Suls/2011 yang pada 

pokoknya melnyatakan  

“bahwa sellama pelmelriksaan Telrdakwa tidak didampingi olelh Pelnaselhat 

Hulkulm, seldangkan Belrita Acara Pelnggelleldahan dan Pelrnyataan tanggal 

15 Delselmbelr 2009 telrnyata tellah dibulat olelh peljabat yang tidak 

mellaku lkan tindakan telrselbult namuln olelh peltulgas yang lain; delngan 

delmikian Belrita Acara Pelmelriksaan Telrdakwa, Belrita Acara 

Pelnggelleldahan tidak sah dan cacat hulkulm selhingga sulrat Dakwaan Jaksa 



yang dibulat atas dasar Belrita Acara telrselbult melnjadi tidak sah dan cacat 

hulkulm pulla.” 

Melskipuln korban pelmelrkosaan melngalami pelndelritaan seljak telrjadi 

keljahatan hingga mellibatkan diri dalam prosels laporan dan pelmelriksaan hingga  

pelrsidangan, hak-hak melrelka celndelrulng kulrang dipelrhatikan. Ini melnyelrulpai 

ulngkapan "suldah jatulh telrtimpa tangga," melnggambarkan rasa traulma yang 

mulngkin mulncull akibat pelngalaman yang tidak melnyelnangkan dan sikap 

lingkulngan selkitarnya. Kondisi ini melmbulat korban elnggan mellaporkan keljahatan 

karelna khawatir bahwa tindakan telrselbult tidak hanya akan melnambah belban 

masalah, teltapi julga dapat melnyelbabkan celmoohan dari masyarakat dan 

melnghadapi pellayanan peltulgas yang tidak sellalul ramah bahkan hingga telrjadi 

ancaman-ancaman telrhadap korban pelmelrkosaan. 

Prinsip kelpastian hulkulm melncelrminkan pelntingnya pelrlindulngan hulkulm 

telrhadap individul dari tindakan selwelnang-welnang. Seltiap individul melmiliki hak 

ulntulk melnelrima pelrlindulngan hulkulm, selmelntara di sisi lain, seltiap individul julga 

melmiliki tanggulng jawab ulntulk patulh pada hulkulm yang belrlakul. Hulkulm 

selharulsnya belrtuljulan melmbelrikan keladilan dan pelrlindulngan hulkulm, baik bagi 

pellakul maulpuln korban keljahatan, tanpa melmbelda-beldakan pelrlakulan.6 

Komitmeln masyarakat intelrnasional telrhadap pelrlindulngan hak anak, 

khulsulsnya dalam kontelks hulkulm dan pelradilan, dapat diidelntifikasi mellaluli 

belrbagai forulm Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa. Salah satul contohnya adalah Kongrels 

PBB telntang Pelncelgahan Keljahatan dan Pelrlakulan Telrhadap Pellakul Keljahatan kel 

 
6 J.E. Sahetapy, Kausa Kejahatan. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

Surabaya, 1979, hlm 7 



IX (Ninth UlN Congrelss on thel Prelvelntion of Crimel and thel Trelatmelnt of Offelndelrs) 

yang belrlangsulng dari tanggal 29 April hingga 8 Meli 1995 di Kairo, Melsir. Kongrels 

telrselbult melnggaris bawahi pelntingnya melmpelrhatikan tiga instrulmeln intelrnasional 

yang belrkaitan delngan pelrlindulngan hak anak dalam ranah hulku lm. Salah satul 

instrulmeln pelnting telrselbult adalah UlN Standard Minimulm for thel Administration of 

Julvelnilel Julsticel, yang lelbih dikelnal selbagai Belijing Rullels, dan diamanahkan mellaluli 

Relsolulsi PBB Nomor 40/33.7 

Indonelsia selbagai Nelgara Pihak dalam Konvelnsi Hak-Hak Anak (Convelntion 

on thel Rights of thel Child) yang melngatulr prinsip pellindulngan hulkulm telrhadap 

anak melmpulnyai kelwajiban ulntulk melmbelrikan pellindulngan khulsuls telrhadap anak 

yang belrhadapan delngan hulkulm selhingga belbelrapa instulmeln hulkulm tellah 

dilahirkan selpelrti: 

1. Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana 

Anak; 

2. Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 2014 telntang Pelrulbahan  atas Ulndang-

ulndang Nomor 13 Telntang Pelrlindu lngan Saksi dan Korban; 

3. Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2014 telntang pelrulbahan Ulndang-Ulndang 

Nomor 23 Tahuln 2002 Telntang Pelrlindulngan Anak; 

4. Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahu ln 2016 telntang Pelneltapan Pelratulran 

Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2016 Telntang 

Pelrulbahan Keldula Atas Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 Telntang 

Pelrlindulngan Anak Melnjadi Ulndang-Ulndang; 

 
7 Arief Gosita, Op cit, hlm 33 



5. Qanuln Acelh Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Hulkulm Jinayat; 

6. Qanuln Acelh Nomor 9 Tahuln 2019 telntang Pelnyellelnggaraan Pelnanganan 

Kelkelrasan Telrhadap Pelrelmpulan dan Anak. 

Aspelk paling krulsial dalam melngulngkap kasuls pelmelrkosaan adalah 

kelbelranian korban ulntulk mellaporkannya kelpada pihak belrwelnang, selpelrti 

kelpolisian. Sayangnya, Korban selringkali takult ulntulk mellaporkan keljahatan 

telrselbult, karelna melnganggap aib kellularga dan dalam belbelrapa kasuls karelna ada 

ancaman pelmelrkosaan belrullang dari pellakul. 

Mulncullnya Ulndang-Ulndang Nomor 13 tahuln 2006 yang kelmuldian 

melngalami pelrulbahan melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 31 tahuln 2014 telntang 

pelrlindulngan saksi dan korban melmiliki pelran yang signifikan dalam melmbelrikan 

pelrlindulngan yang lelbih konkrelt bagi korban keljahatan. Akibatnya, sangat pelnting 

ulntulk melmahami ulsaha yang tellah dilakulkan ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan 

yang lelbih baik kelpada korban. 

Seljak dibelrlakulkannya Ulndang-Ulndang Nomor 13 tahu ln 2006 yang 

kelmuldian melngalami pelrulbahan melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 31 tahuln 2014 

telntang pelrlindulngan saksi dan korban, bellulm jellas seljaulh mana ulpaya 

pelrlindulngan yang dibelrikan olelh pelmelrintah mellaluli aparat pelnelgak hulkulm 

kelpada anak-anak yang melnjadi korban tindak pidana pelmelrkosaan belnar-belnar 

tellah telrlindulngi ataul tidak. 

Otonomi daelrah adalah salah satul melkanismel yang digulnakan olelh 

pelmelrintah dalam rangka melwuljuldkan pelmbangulnan yang melrata dan melnjaga 

selrta melnghormati nilai-nilai masyarakat seltelmpat. Prosels ini mellibatkan 



pelmbelrian kelwelnangan dan otoritas khulsuls kelpada belbelrapa daelrah selsulai delngan 

karaktelristik dan kelbultulhan ulnik yang dimiliki olelh masyarakat seltelmpat. Salah 

satul contoh daelrah yang melmpelrolelh statuls otonomi khulsuls adalah Acelh.8 

Melnulrult keltelntulan dalam Ulndang-Ulndang No. 11 Tahuln 2006 telntang 

Pelmelrintahan Acelh, telrdapat Pasal 13 ayat (1) yang melmbelrikan welwelnang 

istimelwa kelpada Pelmelrintah Acelh dalam melngellola wilayahnya. Salah satu l 

welwelnang yang melnjadi hak istimelwa Pelmelrintah Acelh adalah implelmelntasi nilai-

nilai syari'at Islam kelpada pelnduldulk seltelmpat, yang diatulr mellaluli pelratulran-

pelratulran lokal yang dikelnal selbagai Qanuln Acelh.9 Qanuln Acelh adalah pelratulran 

daelrah yang melngatulr pelmelrintahan dan kelhidulpan masyarakat Acelh..10  

Kelistimelwaan ini diakuli dan diatulr selcara konstitulsional selsulai delngan Pasal 

18B ayat (1) UlUlD 1945, pelrulbahan keldula tahuln 2000, yang melnelgaskan 

pelngakulan dan pelnghormatan telrhadap organisasi pelmelrintahan daelrah yang 

melmiliki karaktelristik ulnik yang diteltapkan olelh ulndang-ulndang. Pelnelgakan 

hulkulm jinayat, selsulai delngan keltelntulan dalam Pasal 5 hulrulf (a) Qanuln Acelh 

Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Hulkulm Jinayat, difokulskan pada individul yang 

melnganult agama Islam dan mellakulkan pellanggaran syari'at di wilayah Acelh. 

Masalah keljahatan dan pellakul kriminal sellalul melnjadi fokuls pelrhatian dalam 

masyarakat selrta sistelm pelradilan, baik dalam telori-telori hulkulm maulpuln dalam 

kontelks pelnellitian. Namuln, selringkali kulrangnya pelrhatian yang dibelrikan olelh 

 
8 Tim Penyusun, “Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” Artikel Institute For Criminal Justice Reform, Oktober 2015. 
9 Yurnal, “Mahkamah Syar’iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,” Al-Jinâyah: 

Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5, no. 2 (Desember 2019), hlm: 417 
10 Institute For Criminal Justice Reform, Op.Cit. 



pihak-pihak telrkait dalam sistelm pelradilan, telrmasulk badan/lelmbaga pelmelrintah 

dan relgullasi hu lkulm, telrhadap nasib korban keljahatan melnyelbabkan kulrangnya 

pelrlindulngan yang dibelrikan kelpada melrelka, baik dari selgi hulkulm maulpuln aspelk 

lainnya. Kondisi ini melngakibatkan ku lrangnya pelrlindulngan telrhadap korban 

keljahatan dalam belrbagai aspelk kelhidulpan melrelka, telrmasulk jaminan sosial saat 

melrelka kelmbali kel lingkulngan sosial melrelka. Hal ini melnimbullkan dampak nelgatif 

telrhadap kelseljahtelraan korban keljahatan selcara kelsellulrulhan. 

Terkait dengan tanggung jawab Pemerintah, Pasal 59A Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memperikan perlindungan terhadap anak melalui: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 

fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 

lainnya.  

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.  

c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak 

mampu.  

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.  

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka peneliti ingin meneliti 

apakah perlindungan-perlindungan tersebut telah dilaksanakan oleh Aparat 

Penegak Hukum di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sehingga mengetahui 

apakah telah sesuai atau tidak maka seltidaknya tellah ada 3 (tiga) kasuls yang akan 

dianalisis olelh pelnullis yaitul pelrtama Pultu lsan Mahkamah Syar’iyah Bireluleln Nomor 

relgistelr pelrkara 6/JN/2023/MS.Bir dalam kasuls pelmelrkosaan telrhadap anak 

kandulng yang dilakulkan olelh telrpidana dimana dalam kasuls ini Telrpidana olelh 



sistelm hulkulm diseldiakan pelnaselhat hu lkulm ulntulk melmastikan bahwa melrelka 

melmiliki aksels yang adil dan seltara telrhadap bantulan hulkulm. Pelnaselhat hulkulm 

belrtanggulng jawab ulntulk melmbelrikan nasihat hulkulm, melmbantu l dalam prosels 

hulkulm, dan melmastikan bahwa hak-hak telrpidana dijaga sellama prosels pelradilan, 

namuln belrbelda halnya delngan korban dari pelrmelrkosaan dimana keltidaktelrseldiaan 

pelndampingan bagi korban pelrmelrkosaan melrulpakan masalah selriu ls. Hal ini dapat 

melngakibatkan korban melrasa telrabaikan dan kulrang melndapatkan dulkulngan yang 

dipelrlulkan ulntulk pelmullihan melrelka. Kelhadiran pelndampingan akan melmbantul 

korban pelrmelrkosaan dalam prosels pelmu llihan, melmbelrikan dulkulngan elmosional, 

dan melmbantu l melrelka dalam melnghadapi konselkulelnsi fisik, elmosional, dan 

hulkulm dari pelristiwa yang melrelka alami. Keldula Pultulsan PN Bireluleln Nomor 

27/Pid.Suls/2021/PN Bir dalam kasuls ini sellain dari pelrmelrkosaan telrhadap anak, 

korban julga melngalami ancaman kelkelrasan yang olelh karelnanya melngakibatkan 

korban traulma belrat, sama halnya delngan kasuls yang pelrtama telrpidana diseldiakan 

pelnaselhat hulku lm ulntulk melndampingi telrpidana dalam pelrsidangan namuln belrbelda 

halnya delngan korban dalam pelrsidangan tidak diseldiakan pelndampingan hulkulm 

atas dirinya dan Keltiga Kasuls pelmelrkosaan telrhadap anak olelh teltangganya selndiri 

dimana kasuls ini masih dalam tahap pelnyellidikan karelna pellaku l pelmelrkosaan 

mellarikan diri dan tellah melnjadi daftar pelncarian orang (DPO), akibat dari keljadian 

yang dialami olelh korban telrselbult dia melnjadi traulma belrat dan tidak belrani ulntulk 

kellular rulmah selhingga dalam hal ini sangat dibultulhkan pelndampingan dan 

pelrlindulngan hulkulm jika selwaktul-waktu l pellakul pelmelrkosaan melngincar korban 

lagi. 



Ulraian di latar bellakang melrulpakan faktor yang dijadikan alasan bagi pelnullis 

ulntulk mellakulkan pelnellitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI 

PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN)”. delngan contoh kasuls yang 

diambil adalah Pultulsan Mahkamah Syar’iyah Bireluleln Nomor relgistelr pelrkara 

6/JN/2023/MS.Bir, dan Pultulsan PN Birelu leln Nomor 27/Pid.Suls/2021/PN Bir, selrta 

Kasuls pelmelrkosaan telrhadap anak olelh teltangganya selndiri dimana kasuls ini masih 

dalam tahap pelnyellidikan karelna pellaku l pelmelrkosaan mellarikan diri dan tellah 

melnjadi daftar pelncarian orang (DPO). 

B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan dari latar bellakang singkat diatas, melnarik ulntulk dikaji dan 

ditelliti telntang Implelmelntasi Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Pelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln, selhingga dapat ditarik belbelrapa 

pelrmasalahan-pelrmasalahan selbagai belrikult : 

1. Bagaimana pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak selbagai Korban Tindak 

Pidana Pelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln? 

2. Hambatan apa saja yang dialami olelh Aparat Pelnelgak Hulkulm dalam 

pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak selbagai korban tindak pidana 

pelmelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln ? 

3. Bagaimana ulpaya pelnyellelsaian hambatan Olelh Aparat Pelnelgak Hulkulm 

dalam pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak selbagai korban tindak pidana 

pelmelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln ? 



C. Tujuan Penelitian. 

Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk melnambah pelngeltahulan telntang Implelmelntasi 

Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelrkosaan di 

Kabulpateln Bireluleln. Tuljulan yang ingin dicapai olelh Pelnullis adalah: 

1. Melnjellaskan dan melnganalisis telntang Implelmelntasi Pelrlindulngan Hulkulm 

Telrhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln. 

2. Melnjellaskan dan melnganalisis pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak korban 

tindak pidana pelmelrkosaan di Kabu lpateln Bireluleln. 

3. Melnjellaskan dan melnganalisis Hambatan apa saja yang dialami olelh aparat 

pelnelgak hulkulm dalam prosels Pelngulngkapan, Pelrsidangan  Telrhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln. 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian. 

Manfaat dari hasil pelnellitian diharapkan dapat melmbelrikan kelgulnaan selbagai 

belrikult : 

a. Secara Teoritis 

Selcara akadelmik, pelnellitian ini diharapkan dapat melningkatkan 

pelngeltahulan pelmbaca dan melmbelrikan kontribulsi pelmikiran bagi 

pelrkelmbangan ilmul hulkulm selcara kelsellulrulhan selrta pelngeltahulan telntang 

pellaksanaan pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

b. Secara Praktis 

Pelnellitian ini julga belrtuljulan selbagai sulmbangan pelmikiran dan saran 

dalam rangka melnambah wawasan ilmul ulntulk melningkatkan pelrlindulngan dan 

pelnanganan hulkulm yang lelbih baik telrhadap anak korban tindak pidana 



pelmelrkosaan selrta melngatasi hambatan-hambatan yang ada dalam prosels 

hulkulm. 

E. Sistematika Pembahasan 

Adapuln sistelmatika pelnullisan yang akan digulnakan dalam pelnullisan telsis 

ini telrdiri dari lima bab, yaitul : 

Bab I telntang Pelndahullulan yang mellipulti Latar Bellakang Masalah, Fokuls 

Pelnellitian, Ru lmulsan Masalah, Manfaat/Kelgulnaan Pelnellitian. 

Bab II melngelnai Kajian Telori, Delfinisi Konselptulal dan Hipotelsis 

pelnellitian. 

Bab III melngelnai Tuljulan Pelnellitian, Telmpat dan Waktul Pelnellitian, 

Popullasi dan Sampell, Data dan Sulmbelr Data selrta Telknik Pelngulmpullan Data. 

Bab IV melrulpakan hasil pelnellitian telntang Bagaimana pelrlindulngan hulkulm 

telrhadap anak selbagai Korban Tindak Pidana Pelrkosaan, Hambatan apa saja yang 

dialami olelh Aparat Pelnelgak Hulkulm dalam pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak 

selbagai korban, Bagaimana ulpaya pelnyellelsaian hambatan Olelh Aparat Pelnelgak 

Hulkulm dalam pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak selbagai korban tindak pidana 

pelmelrkosaan di Kabulpateln Bireluleln. 

Bab V melmulat kelsimpullan dan saran yang belrdasarkan analisis dari bab-

bab selbellulmnya. 

 


